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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam  sidang  Hakim  Tunggal  telah  menjatuhkan  putusan  verstek  secara

elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat tanggal  lahir  di  Afd B Bah Birung Ulu pada

tanggal  7  Desember  1993,  Agama  Islam,  Pendidikan

Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

kediaman  di  Kota  Pematangsiantar,  domisili  elektronik

dengan  alamat  email  ilusimiaw@gmail.com sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,  NIK  xxx,  tempat  tanggal  lahir  di  Bahliran  pada  tanggal  28

Agustus1989,  Agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,

pekerjaan  Kuli  Bangunan,  tempat  kediaman  di  Kabupaten

Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  gugatan  cerainya  tertanggal  18

Februari  2025  secara  Elektronik  (E-Court)  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Pematangsiantar  dengan  register  Nomor
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42/Pdt.G/2025/PA.Pst  tanggal  19  Februari  2025  dengan  dalil-dalil  sebagai

berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah

pada tanggal 20 Mei 2011 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

36/06/V/2011  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Mei

2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di

rumah sendiri  Tergugat  dan Penggugat  di  Kota Binjai,  selama 13 Tahun

lamanya sampai pada Tahun 2022. 

3. Bahwa  setelah  Menikah Penggugat  dan  Tergugat  telah  bergaul  sebagai

layaknya Suami dan Istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang

anak yang  bernama :  ANAK  PENGGUGAT  DAN  TERGUGAT,  NIK xxx,

Jenis  kelamin  Laki-laki,  tempat  tanggal  lahir  di  Pematangsiantar  pada

tanggal 21 April 2010, pendidikan terakhir SMP, yang saat ini masih diasuh

oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awal  mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat hidup rukun dan damai,  namun sejak Tahun  2013  kehidupan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara

Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  perselisihan/pertengkaran  yang

penyebabnya antara lain :

4.1Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita;
4.2Tergugat mengonsumsi narkoba;
4.3Tergugat memiliki kelainan seksual atau homo;

5 Bahwa  pada  Tahun  2013  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan  Tergugat  memiliki  hubungan  asmara  dengan  wanita  lain.

Penggugat  awalnya  curiga  terhadap  Tergugat  yang  sering  sekali

mendapatkan  panggilan  telefon  dari  wanita  lain,  sehingga  ketika  ada

panggilan masuk lagi dari hp Tergugat, Penggugat mengangkat panggilan

tersebut yang melainkan itu adalah seorang wanita, Pengggat menanyakan
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hal  tersebut  kepada Tergugat  siapa yang  barusan menelfon  dia,  namun

Tergugat  awalnya  tidak mau jujur  tentang siapa wanita  tersebut,  namun

dikarenakan  Tergugat  sudah  sering  berkomunikasi  kepada  wanita  lain

tersebut  Tergugat  akhirnya  mengakuinya  bahwasanya  dia  bener  bemiliki

hubungan dengan wanita lain, sehingga hal tersebut membuat Penggugat

marah dan pulang kerumah orangtua Penggugat selama 1 Bulan lamanya.

6 Bahwa  Penggugat  setelah  satu  Bulan  pulang  ke  rumah  orangtua

penggugat,  Tergugat  menjemput  Penggugat  untuk  kembali  pulang  di

kediaman rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

7 Bahwa pada Tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Tergugat  mengonsumsi  narkoba.  Yang  dimana  pada  saat  itu  Tergugat

sedang mengonsumsi narkoba di luar rumah, sehingga Tergugat ketahuan

polisi sedang mengonsumsi narkoba dan langsung di bawa ke kantor polisi,

Penggugat awalnya tidak tahu Tergugat ditangkap polisi dikarenakan tidak

ada  kabar  selama  2hari,  sehingga  temen  dari  Tergugat  mengabari

Penggugat  bahwa  Tergugat  sudah  ditangkap  polisi  dikarenakan

mengonsumsi narkoba, Tergugat pun ditahan selama 10 lamanya. Setelah

kejadian  tersebut  Tergugat  masih  mengulangi  perbuatannya  yang

mengonsumsi narkoba, sehingga di Tahun 2019 Tergugat akhirnya masuk

penjara lagi selama 2 Tahun 4 Bulan sampai Tahun 2021. 

8 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama

semakin memuncak yang akhirnya pada bulan Bulan November Tahun 2022

dimana pada saat itu Tergugat ketahuan ada kelainan seksual atau homo.

Pada saat itu Tergugat ada pekerjaan proyek bangunan dan Penggugat juga

bekerja di tempat yang sama, namun Penggugat posisinya sedang bekerja

memasak untuk orang-orang yang mengerjakan proyek banguna, Pada saat

itu  Tergugat  sedang  keluar  dan  hp  nya  sedang  di  charger,  sehingga

Penggugat mengambil hp Tergugat dan melihat semua yang ada isi di hp

tersebut, Penggugat terkejut melihat isi chatan Tergugat yang isi chatan nya

sangat mesra dengan sesama jenis yaitu laki-laki yang bisa di bilang bahwa
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Tergugat ada kelainan seksual.  Penggugat pun menanyakan hal  tersebut

kepada Tergugat apa maksud dari isi chatannya, namun Tergugat hanyabisa

diam tanpa mengasih penjelasan yang jelas, sehingga ada pertengkarang

antara  Penggugat  danTergugat,  hal  tersebut  membuat  Penggugat  sudah

tidak  tahan  lagi  dengan  sikap  Tergugat  sehingga  membuat  Penggugat

meninggalkan  rumah  kediaman  bersama  Penggugat  dan  Tergugat,

Pengggat  pun  pulang  kerumah  orangtua  Penggugat.  Diakibatkan

permasalahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat

tinggal kurang lebih selama 2 Tahun lamanya;
9 Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah

belanja  kepada  Penggugat,  tetapi  Tergugat  masih  tetap  memberikan

nafkah untuk kebutuhan anak dari Penggugat dan Tergugat hingga sampai

saat ini;
10 Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  mengupayakan

damai, namun tidak berhasil;
11 Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak

dapat  dipertahankan  lagi  dan  tidak  mungkin  bersatu  lagi  dikarenakan

memang  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  bersama  lagi

sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraiannya  oleh Pengadilan

Agama Pematangsiantar;
12 Bahwa Penggugat  sanggup membayar  seluruh biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat  mohon agar Ketua

Pengadilan  Agama  Pematangsiantar,  Cq  Hakim  segera  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  yang  selanjutnya  menjatuhkan putusan yang  amarnya

sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat)

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et bono);
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Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh

kuasanyatelah datang menghadap di persidangan secara in person sedangkan

Tergugat tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan

dengan  surat  tercatat  melalui  Pos  Indonesia  sebanyak  dua  kali  panggilan

sidang,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang tertera dalam

surat  gugatan  melalui  dokumen  asli  Kutipan  Akta  Nikah  yang  diserahkan

Penggugat;

Bahwa,  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar  tidak  bercerai  dan

tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat,  namun

tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai

dengan Tergugat; 

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya

perdamaian  melalui  proses  mediasi  sebagaimana  ketentuan  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa,  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan

pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang

pada pokoknya tetap dengan gugatan;

Bahwa maksud, tujuan dan dalil-dalil  lainnya tetap dipertahankan oleh

Penggugat yang  semuanya  telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara

ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir  di  persidangan,  maka tidak dapat

didengar  keterangan  dan/atau  jawabannya sehingga  pemeriksaan  perkara

dilakukan secara verstek;

Bahwa Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan

termasuk  menegaskan  kembali  bahwa  persidangan  perkara  a  quo secara
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verstek  dilaksanakan  secara  elektronik  karena  Penggugat  mendaftarkan

perkara melalui e-court Mahkamah Agung;

Bahwa  untuk  membuktikan dalil-dalil  gugatannya, Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

-  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor  36/06/V/2011 yang dikeluarkan oleh

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Panei,  Kabupaten  Simalungun,

Propinsi Sumatera Utara tertanggal 20 Mei 2011, bukti surat tersebut telah

diberi  meterai  secukupnya  dan  telah  dicap  pos  (nazegelen),  setelah

dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai  dengan  aslinya,  kemudian

ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P;

B. Saksi

1. Saksi Pertama Penggugat, lahir di Naga Huta  25 Agustus 1983, umur 42

tahun,  Agama Islam,  pendidikan SMA,  pekerjaan  Wiraswasta, tempat

tinggal  di  Kabupaten  Simalungun,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena  Saksi

adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa  Saksi  kenal  Tergugat  bernama  Tergugat  sebagai  suami

Penggugat;

- Bahwa  Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

sah menikah pada bulan Mei tahun 2011; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang

tua Penggugat  di Kabupaten Simalungun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah Penggugat

dengan Tergugat sejaktahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis

lagi karena terjadi perselisihan dan petengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran

Penggugat dan Tergugat juga cerita Penggugat kepada Saksi;
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- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

karena  Tergugat  malas  bekerja  sehingga  kurang  memberi  nafkah

kepata Penggugat dan Tergugat juga suka melakukan KDRT kepada

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi

selama 8 (delapan) tahun lamanya;

- Bahwa pihak   keluarga Penggugat dan Saksi   sudah      berupaya

mendamaikan  Penggugat  dengan Tergugat  akan  tetapi  tidak

berhasil;

- Bahwa  Saksi   tidak  sanggup lagi  untuk  mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat;

2.  Saksi Kedua Penggugat,  NIK xxx  lahir  di  Dolok Ilir  tanggal 29

Oktober  1991,  umur  33  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,

pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di  Kabupaten Simalungun

di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa  Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena  Saksi

adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa  Saksi  kenal  Tergugat  bernama  Tergugat  sebagai  suami

Penggugat;

- Bahwa  Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

sah menikah pada bulan Mei tahun 2011; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang

tua Penggugat  di Kabupaten Simalungun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah Penggugat

dengan Tergugat sejaktahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis

lagi karena terjadi perselisihan dan petengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran

Penggugat dan Tergugat juga cerita Penggugat kepada Saksi;
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- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

karena  Tergugat  malas  bekerja  sehingga  kurang  memberi  nafkah

kepata Penggugat dan Tergugat juga suka melakukan KDRT kepada

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi

selama 8 (delapan) tahun lamanya;

- Bahwa pihak   keluarga Penggugat dan Saksi   sudah      berupaya

mendamaikan  Penggugat  dengan Tergugat  akan  tetapi  tidak

berhasil;

- Bahwa  Saksi   tidak  sanggup lagi  untuk  mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat;

Bahwa,  selanjutnya Penggugat  menyatakan  cukup  dengan  alat

buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya

tetap  pada  gugatan  Penggugat  dan  mohon  putusan  dengan  mengabulkan

gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan putusan secara

elektronik dengan dihadiri Penggugat secara elektronik;

Bahwa,  tentang  jalannya  pemeriksaan  di  persidangan,  selengkapnya

telah  dicatat  dalam berita  acara  sidang  dan  untuk  menyempurnakan  uraian

putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut

yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  dalam  surat

gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan

perkawinan  secara  hukum  Islam  dan  tercatat,  maka  Pengadilan  Agama

berwenang  secara  absolut  untuk  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan

perkara  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  identitas  Penggugat  dalam surat

gugatannya,  Penggugat dan  Tergugat bertempat  tinggal  dalam  wilayah

yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka secara relatif perkara ini

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa

dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa perkara  a quo merupakan perkara antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti  P

(fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang  merupakan  akta  autentik  yang  telah

memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg.

Juncto Pasal 1868 KUHPerdata, terbukti hubungan hukum antara Penggugat

dengan Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud  Pasal

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo. Pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki  legal standing

dalam mengajukan  gugatan a  quo,  karena Penggugat  dan  Tergugat  adalah

pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (persona standi in judicio)

dalam perkara ini;
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Menimbang,  bahwa Penggugat  hadir  dipersidangan setelah  dipanggil

melalui  domisili  elektronik  sedangkan Tergugat  tidak  pernah hadir  meskipun

sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun

2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan

patut  kepada  Tergugat  juga  telah  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  tidak

pernah  hadir  tanpa  alasan  yang  sah  dan  tidak  juga  mengirim  wakil  atau

kuasanya,  oleh  karenanya  Hakim  menilai  perkara  ini  dapat  diperiksa  dan

dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  149  ayat  (1)  dan  150  R.Bg,  yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik

sebagai Pengguna Lainnya, berdasarkan Pasal 20 ayat (6)  PERMA Nomor 7

Tahun 2022, maka perkara a quo diperiksa secara verstek dan diputus secara

elektronik;

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar  berfikir

untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan

rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada

dalil-dalil  gugatannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  oleh  karenanya

ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg  juncto.  Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal  143 Kompilasi  Hukum

Islam telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  hadir  menghadap  di  persidangan,

sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka  perkara  ini

dikecualikan  dari  kewajiban  mediasi  karena  termasuk  sengketa  yang

pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara

patut  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  b  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di
Halaman 10 dari  19 halaman Putusan Nomor  42/Pdt.G/2025/PA.Pst

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok masalah  dalam perkara  ini

adalah bahwa Penggugat mengajukan  Cerai Gugat agar  Hakim  menjatuhkan

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat

dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun lalu; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  telah  memuat

unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para

pihak,  posita,  dan  petitum,  dan  alasan  perceraian  yang  dikemukakan  oleh

Penggugat  juga  telah  berdasarkan  hukum,  yakni  perselisihan  dan

pertengkaran,  maka berdasarkan  Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39

ayat  (2)  poin (f)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan,  junctis Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi  Hukum Islam, maka gugatan

Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  posita  gugatan  Penggugat

tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita  gugatan

Penggugat adalah  Pasal 19 huruf  b Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun

1975, jo. Pasal 116 huruf  b  Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang

menjadi  pokok masalah dalam gugatan cerai  ini  adalah apakah benar  yang

dipositakan  oleh  Penggugat  atau  apakah  benar  antara  Penggugat  dengan

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak

ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil  gugatan Penggugat untuk

mempertahankan  haknya  tidak  dapat  didengar,  oleh  karena  itu  Hakim

berpendapat  Tergugat yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut  tidak

menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja

tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya

pengakuan  terhadap  dalil-dalil  gugatan Penggugat  tersebut,  akan  tetapi
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ketidakhadiran  Tergugat  dalam  perkara  ini  tidaklah  dianggap  sebagai

pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan

mengikat  (bindend),  melainkan  hanyalah  menggugurkan  hak  jawabnya

terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan  perceraiannya  dengan  mengajukan  alat-alat  bukti  yang  cukup

sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata jis. Pasal

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk  membuktikan dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan bercap pos  (zegelen)

dan serta cocok dengan aslinya,  alat  bukti  tertulis  tersebut  adalah fotokopi

dari  akta  otentik  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  di

hadapan atau oleh pejabat  umum yang berwenang (vide:  Pasal  1868 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata),  bermeterai  cukup (vide:  Pasal  3  ayat  (1)

huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg.

juncto Pasal  1888 Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata),  sehingga Hakim

menilai  alat  bukti  tertulis  tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  formil  dan

materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah

Penggugat dan Tergugat  yang  menjelaskan peristiwa pernikahan Penggugat

dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta

sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870

dan  1888  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  maka  alat  bukti  tersebut

memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  mengikat  (bindende  bewijskracht)  dan

sempurna (volledig bewijskracht), maka  maka berdasarkan ketentuan Pasal 2

ayat  (2)  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  juncto

Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  ke  dalam

persidangan  sebagai  orang-orang  dekat  dengan  Penggugat  (vide;  Pasal  76

ayat (1) Undang-undang  Nomor 7  Tahun  1989 yang isi dan pasalnya tidak

diubah dengan Undang-undang  Nomor 3  Tahun  2006 dan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, junctis.   Pasal   22  ayat   (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di

bawah  umur  dan  bukan  orang  yang  sedang  terganggu  ingatannya  dan

keterangannya  disampaikan  di  bawah  sumpah  bukan  orang  yang  dilarang

sebagai  saksi  (vide:  Pasal  172  R.Bg.  juncto Pasal  1910  dan  1912  Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah

memberikan  keterangan  di  hadapan  sidang  (vide:  Pasal  171  R.Bg.)  dan  di

bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

sebagai  saksi  dalam  perkara  a  quo sedangkan  materilnya  akan

dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang,  bahwa  saksi  pertama  Penggugat  (Saksi  Pertama

Penggugat) merupakan  tetangga  Penggugat, mengetahui Penggugat dan

Tergugat telah pisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun lalu, dan hingga saat ini

tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang,  bahwa  saksi  kedua Penggugat  (Saksi  Kedua

Penggugat) merupakan  tetangga  Penggugat, mengetahui Penggugat dan

Tergugat telah pisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun lalu, dan hingga saat ini

tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang,  bahwa  2 orang  saksi  yang  dihadirkan  Penggugat telah

memenuhi  syarat  materil  saksi  sesuai  ketentuan  Pasal  308  dan  309  R.Bg

karena  telah  memberikan  kesaksian  sesuai  dengan  apa  yang  dilihat  dan

didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

serta  keterangan  yang  diberikan  telah  mendukung  terhadap  dalil  gugatan

Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi

Penggugat tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal  308  ayat  (1)  R.Bg sehingga  dapat  diterima sebagai  alat  bukti

dalam perkara ini;
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Menimbang,  bahwa  karena  saksi-saksi  Penggugat  telah  mencapai

batas  minimal  pembuktian  dan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  tidak

bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat

sebagaimana  maksud  dalam Pasal  309  R.Bg  maka  Penggugat  dinilai  telah

dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah

dibuktikan dalam persidangan, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan

(tahlilu  al-niza’)  dalam perkara  a quo,  sehingga dapat  diformulasikan dalam

bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat adalah suami istri  yang sah dan belum

pernah bercerai;

2. Bahwa  dari  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  dikaruniai  1

(satu) orang anak;

3. Bahwa  antara Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sekurang-kurangnya  sejak  8  (delpaan)  tahun  lalu  hingga  saat  ini  tidak

pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan

Penggugat  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terbukti  di  persidangan  dengan

pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam al-qadha’i) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu)

yang  mohon  gugatan  Penggugat dikabulkan,  maka  oleh  karena  petitum

tersebut  berkaitan  dengan  petitum  yang  lain,  akan  Hakim  jawab  kemudian

dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua)

yang mohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap

Penggugat, maka Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum a quo, 

Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan 

berdasar hukum Islam dan hukum positif;
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Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi 

oleh akad yang sangat kuat (mitsâqan ghalizhan) antara suami dan istri. 

Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan 

ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan 

cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. 

Ar-Rum ayat 21:

ججانن        ووووووو وأووز م كك سس كف وأووونوووو ن ككممم ول وق ولووووو وخووو ن سهۦوأ ست ووي وءووووواوو ن سم ۦنننمزۦنننمزۦنننمزۦنننمزۦنننمزۦنننمزۦنننمزۦنننمزۦنننمزۦنننمزۦنننمزۦنننمزۦنننمزوو مز ن ۦنن
وكننننن         سل ووذ سفي ننوووو سإووو ةة وم ورح ةوو ج ند وو نم ككم ون ي وب ول وع وج وو وها ي ول اسإ ا ۦو كن كك س وت ةمل ةةسييحةةسييحةةسييحةةسييحةةسييحةةسييحةةسييحةةسييحةةسييحةةسييحةةسييحةةسييحةةسييحة ح ي ي س

ون   كرو نك وف وتووووو ويووووو وم وقووووو تملوووو ووي تومتومتومتومتومتومتومتومتومتومتومتومتومۦول وم ت

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;”

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci 

antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (vide 

Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri 

pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima 

segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin 

untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan fakta-fakta  hukum tersebut  di  atas,

menunjukkan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada  ikatan  batin

yang  merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga,  sudah

tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh

karenanya  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  sulit  untuk  mencapai  tujuan
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perkawinan guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Ruum ayat 21 di atas; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  firman  Allah  SWT pada  Surat  Ar-

Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk

mendapatkan  ketentraman  dan  dalam  rangka  membentuk  keluarga  yang

bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan istri, maka

apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak

ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan

itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa  setiap persidangan Hakim selalu berusaha untuk

menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama

Tergugat,  namun tetap  tidak  berhasil,  oleh  karena itu  Hakim menilai  bahwa

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan

kondisi  rumah tangga yang bahagia (sakinah,  mawaddah dan  rahmah)  atau

telah  menyimpang  dari  tujuan  luhur  perkawinan  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan  juncto Pasal  3  Kompilasi  Hukum

Islam,  oleh  karena  itu perlu  dicarikan  jalan  keluarnya,  menurut  Hakim

perceraian adalah solusi  yang terbaik bagi  Penggugat  dan Tergugat,  karena

kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan

menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap

Penggugat  tidak  bersedia  lagi  membina  rumah  tangga  bersama  Tergugat,

Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai

pendapat Hakim dalam:

Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi; 

 معه ليطاق مما اليذاء وكان الزوج اواعتراف الزوجة ببينة القاضي لدي دعواها ثبتت إذا
. بائنة طلقة طلقها بينهما الصلح عن القاضي وعجز أمثالهما بين العشرة دوام
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Artinya:  “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan permohonannya di

hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan

penderitaan  itu  tidak  bisa  untuk  mempertahankan  kelangsungan

kehidupan rumah tangga di  antara keduanya dan hakim tidak dapat

mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami

terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang,  bahwa  Hakim  berpendapat  perselisihan  sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun

1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa

apabila  dalam  suatu  perkawinan  sudah  terlihat  adanya  keretakan  dan

keretakannya itu sudah sulit  untuk diperbaiki  dan disatukan kembali  (broken

married),   maka  mempertahankan  perkawinan  seperti  itu  hanya  akan

mengakibatkan  kemudharatan  dan  ekses-ekses  negatif  (madharat)  bagi

Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa menolak

kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut

di atas, Hakim menilai permohonan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19

huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  juncto Pasal 116

huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  gugatan Penggugat  dapat

dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  Shugra Tergugat  terhadap

Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  (tahlilu  al-niza’)  dan

alasan beserta dasar hukum (tasbib al-ahkam) yang telah Hakim kemukakan di

atas dan perkara ini  diperiksa dengan acara verstek,  maka petitum gugatan

Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan secara verstek;

         Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan dalam petitum gugatan

sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan

adalah talak bain shugra;
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Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,

sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009,  maka semua biaya  yang  timbul  akibat  dari

gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

         Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara  a quo dilaksanakan secara

verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor

7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan

mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku, serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
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Penutup

Demikian  diputuskan pada  hari  Selasa tanggal  25  Maret  2025 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal 25  Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh  Yulis Edward,

S.H.I. sebagai  Hakim Tunggal  pada Pengadilan Agama  Pematangsiantar.

Putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan

disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

itu juga oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  secara  elektronik

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

Yulis Edward, S.H.I.

               Panitera Pengganti,

          dto

                 Saiful Bahri Lubis, S.Ag. 

     Rincian Biaya Perkara: 

1. PNBP Rp  60.000,00

2. Biaya Proses Rp  50.000,00

3. Panggilan Rp  33.000,00

4. Meterai Rp  10.000,00

          Jumlah Rp 153.000,00
                (seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

     

Halaman 19 dari  19 halaman Putusan Nomor  42/Pdt.G/2025/PA.Pst

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19


